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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arsip merupakan salah satu informasi yang memiliki kekuatan
hukum, karena arsip merupakan informasi terekam atas pelaksanaan
tugas, fungsi, dan aktivitas setiap lembaga penciptanya. Arsip sangat
signifikan dalam menjawab keinginan masyarakat untuk menciptakan
transparansi dan akuntabilitas kinerja, sehingga mempercepat
perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih (clean
governance) dan kepemerintahan yang baik (good government).

Arsip yang otentik dan reliabel merupakan sumber informasi yang
memiliki nilai guna primer dan dapat memberi kontribusi dalam
memenuhi kebutuhan-kebutuhan manajemen sehingga mampu
meningkatkan kinerja organisasi. Pada sisi lain, arsip sebagai memori
kolektif yang dapat menjadi jembatan informasi perjalanan bangsa
antar generasi secara obyektif dan netral. Oleh karena itu pengelolaan
arsip menjadi penting karena bukan hanya mengelola surat yang
berkaitan dengan tata persuratan (korespondensi dan pengurusan
surat (mail handling) tetapi adalah pengelolaan informasi yakni sejak
arsip diciptakan, digunakan, dipelihara sampai disusutkan.

Sebagai salah satu sumber informasi, arsip harus mudah diakses
oleh publik, namun untuk pertimbangan keamanan dan melindungi
fisik arsip maka perlu diatur ketentuan tentang pengamanan dan akses
arsip dinamis. Pengaturan pengamanan dan akses tersebut untuk
menjamin pengakuan serta kehormatan atas hak dan mengatur
kebebasan orang lain dalam rangka untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan
negara dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang
demokratis.

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan salah
satu elemen pokok yang harus dipenuhi dalam pengelolaan arsip
dinamis pada setiap lembaga negara sebagai pencipta arsip termasuk
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal ini sebagaimana telah
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diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, khususnya pada pasal 40 ayat (4) disebutkan “untuk
mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta
arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi
arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.”

Sebagai suatu subsistem di dalam sistem kearsipan, sistem
klasifikasi keamanan dan akses arsip terintegrasi dengan subsistem
klasifikasi arsip, dan jadwal retensi arsip. Kenyataan di lapangan,
masing-masing subsistem tersebut sering berdiri sendiri baik dalam
proses penyusunan maupun dalam pelaksanaannya. Akibatnya
pengelolaan arsip dinamis pencipta arsip tidak dapat terlaksana secara
efisien dan efektif sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain, arsip
dinamis juga belum dapat dimanfaatkan dalam manajemen organisasi
secara maksimal.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah juga telah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini telah mengubah
paradigma bangsa Indonesia, bahwa semula informasi arsip dinamis
prinsipnya tertutup untuk publik menjadi terbuka walaupun ada
sebagian informasi dikecualikan atau tertutup. Bahkan dalam undang-
undang ini mewajibkan semua badan publik sebagai pencipta arsip
supaya menyediakan informasi yang dikuasainya kepada publik baik
diminta maupun tidak diminta. Sedangkan menurut Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tersebut apabila salah dalam memberikan informasi kepada publik
akan merugikan berbagai pihak, baik bagi perorangan, masyarakat,
organisasi termasuk pemerintah. Di sisi lain bagi pihak-pihak yang
dengan sengaja ataupun tidak menyediakan informasi yang seharusnya
dikecualikan, atau sebaliknya tidak menyediakan informasi yang
seharusnya terbuka akan mendapatkan sanksi administrasi dan
pidana.

Begitu pentingnya layanan informasi bagi publik dan dampaknya
bagi kemaslahatan bersama, maka hal tersebut perlu diatur secara
cermat terhadap jenis-jenis informasi arsip dari aspek pengamanan dan
kewenangan akses arsip. Oleh karena itu penyusunan Petunjuk
Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendesak
untuk dilaksanakan dan dibakukan. Melalui Petunjuk Pelaksanaan
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, diharapkan layanan informasi arsip bagi
publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
mendesak dapat terlaksana secara benar dan efektif tanpa ada pihak-
pihak yang dirugikan.
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B. Maksud dan Tujuan.
1. Maksud

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tentang Klasifikasi

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk :

a)

b)

d)

Mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis
unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip
aktifnya;

Memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat
mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap
klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;

Melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan
kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan,
otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga;

Melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan
sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh
pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang
tidak sah.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tentang Klasifikasi

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu :

a)

b)

Menjadi acuan teknis dalam pengelolaan arsip dinamis di
lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik
dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman.

C. Ruang lingkup dan Tata Urut

1. Ruang lingkup Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencakup :

a.

Klasifikasi Keamanan Arsip, memuat informasi biasa/umum/
terbuka, terbatas, dan rahasia;

Pengamanan Arsip, memuat pengamanan ruang simpan,
penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas
dan rahasia;

Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip, memuat pengguna
internal dan pengguna eskternal.

2. Tata urut Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses

Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan

Bencana sebagai berikut:
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a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Ketentuan Umum
c. Bab III Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
d. Bab IV Klasifikasi Akses;
e. Bab V Penutup.
D. Pengertian Umum

Untuk memperoleh kesamaan persepsi dalam memahami
pedoman ini, perlu memperhatikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga
Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;

2. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu
tertentu;

3. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan
otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di
bidang pengelolaan arsip dinamis;

4. Unit pengolah adalah satuan kerja setingkat eselon II di
lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip
yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip
dilingkungannya;

5. Unit kearsipan adalah Biro Umum yang mempuyai tugas dan
tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

6. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari
kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana
bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip;

7. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan
dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya;

8. Klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah kategori kerahasiaan
informasi arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan
dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan
keamanan negara, publik dan perorangan;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Klasifikasi akses arsip dinamis adalah kategori pembatasan akses
terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu;

Pengamanan arsip dinamis adalah program perlindungan terhadap
fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya;

Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki
informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi
lembaga pemerintahan;

Biasa/Umum/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang
memiliki informasi apabila diketahui oleh orang banyak tidak
merugikan siapapun;

Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki
informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara,
sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum;

Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang
memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak
berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau
keselamatan bangsa;

Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, tidak dapat diperbarui, dan tidak
tergantikan apabila rusak atau hilang;

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip merupakan aturan
pembatasan hak akses terhadap fisik dan informasinya sebagai
dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip
dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan
pengguna dalam pelayanan arsip;

Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan
permohonan untuk mengakses informasi arsip dinamis;

Tingkat klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah
pengelompokkan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan
dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di
dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak;

Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip
bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak;

Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan arsip yang
berasal dari lingkungan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
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